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ABSTRAK

Nita. 2024. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Dinas
Kesehatan Kabupaten Jeneponto (Dibimbing oleh Burhanuddin dan
Muhammad Randhy Akbar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku organisasi dan antar
organisasi, Untuk mengetahui perilaku birokrasi level bawah, Untuk mengetahui
perilaku kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan terkait penanggulangan
stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini
menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan tipe penelitian ini tipe deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perilaku organisasi dan antar
organisasi dimensinya adalah komitmen dan koordinasi tidak dapat menekan angka
stunting di Kabupaten Jeneponto. Perilaku birokrasi level bawah dimensinya adalah
diskresi sudah berjalan sesuai kebijakan Dinas Kesehatan. Tetapi sesuai dengan
hasil observasi dan data Prevalensi Stunting di Puskesmas Tino Tahun 2021-2022
menunjukkan bahwasanya dari tahun 2021-2022 angka stunting semakin
meningkat tiap tahunnya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif
maupun respon negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat terkait
dengan Kkinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi melalui upaya yang
dilakukan Puskesmas tidak dapat menekan angka stunting di masyarakat.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Stunting
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah stunting (anak pendek) sudah menjadi salah satu
permasalahan gizi besar yang dihadapi dunia, khususnya di Negara-negara
miskin dan berkembang. Stunting menjadi permasalahan kesehatan karena
berhubungan dengan risiko terjadinya kesakitan dan kematian,
perkembangan otak sub-optimal, sehingga perkembangan motorik
terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Hal ini menjadi ancaman
serius terhadap keberadaan anak-anak sebagai generasi penerus suatu
bangsa. Anak pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya
manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan
kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang (Asri, 2019).

Stunting secara sensitif disebabkan oleh berbagai faktor seperti
kurangnya pengasuhan, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang
tidak sehat, terbatasnya akses terhadap pangan dan kemiskinan. Stunting
secara spesifik dapat berawal dari ibu mengandung. Kondisi gizi ibu hamil,
sebelum hamil bahkan setelahnya akan menentukan pertumbuhan janin. lbu
hamil yang kekurangan gizi akan berisiko melahirkan bayi dengan berat
lahir rendah, dan ini merupakan penyebab utama stunting (Hidayati, 2010).

Berdasarkan pada program 1000 hari pertama kehidupan manusia
menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomer 72
Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif,

dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, sinkronisasi diantara pemangku



kepentingan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia (PERMENKES) Nomer 14 Tahun 2020 tentang upaya perbaikan
gizi yang dimulai pada awal kehamilan hingga anak usia 2 tahun (Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Pada awal pemeriksaan (screening)
melalui tahap 4 kali, trimester 1 itu dari usia kandungan 0-3 bulan, trimester
2 dari usia kandungan 4-6 bulan, trimester 3 dan trimester 4 (usia kandungan
7-9 bulan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), bumil cat, imunisasi,
pemberian tablet, tambah darah. Pada saat melahirkan anak, pastikan ibu
memiliki status gizi dalam keadaan baik, pada saat sebelum dan selama
hamil, tidak mengalami Kurang Energi Kronik (KEK) dan anemia. Selama
masa kehamilan, ibu seharusnya mengonsumsi makanan yang bergizi sesuai
kebutuhan ibu hamil, porsi kecil tapi sering, jauh lebih baik jika
memperbanyak mengonsumsi buah dan sayur, asam folat, suplemen tablet
besi (Fe), Vitamin C sangat dibutuhkan oleh ibu hamil untuk menjaga dari
kemungkinan mengalami penyakit anemia. lbu hamil seharusnya
memeriksakan kehamilan secara rutin. Memasuki kehamilan trimester 3,
sebaiknya suami dan ibu hamil sudah mendapatkan informasi serta arahan
tentang menyusui, teknik menyusui yang tepat dan posisi, manfaat
menyusui dan tata cara menangani masalah-masalah yang muncul saat
menyusui (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan tahun
2023 angka stunting secara nasional tercatat 21,5 persen mengalami

penurunan sebesar 0,1 persen dari tahu tahun 2022 yaitu 21,6 persen. Selain



itu, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RisKesDas) menyatakan
bahwa proporsi stunting pada balita terdampak status gizi pendek dan sangat
pendek di Indonesia sudah mengalami penurunan dari 18,4% pada tahun
2022 menjadi 16% pada tahun 2023 (RISKESDES, 2022).

Peraturan ini dimuat dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden
No0.42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
yang menyatakan bahwa percepatan perbaikan gizi secara nasional
merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui
penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara
terencana dan terkoordinasi.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh
Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa populasi balita stunting di
Sulawesi Selatan mencapai 27,2 persen 2023. Provinsi ini memiliki tingkat
prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia, menduduki peringkat ke
sepuluh. Angka balita stunting di Sulawesi Selatan menurun tipis sebesar
0,2 poin dari tahun sebelumnya. Pada 2021, prevalensi provinsi sebesar 27,4
persen, tetapi pada 2022, 14 kabupaten lebih dari rata-rata provinsi, dan 10

kabupaten atau kota lebih rendah dari rata-rata.

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat.
Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami
gangguan perkembangan otak yang akan mempengaruhi kemampuan dan
prestasi anak, anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat

kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. Anak yang



mengalami hal seperti itu, dikarenakan saat didalam kandungan belum
adanya frekuensi pemberian makanan tambahan (PMT) berupa gizi khusus
yang didiberikan bagi balita, sehingga inilah yang menjadi penyebab
terbesar kondisi stunting pada anak. Selain belum adanya frekuensi
pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita yang menjadi penyebab
terbesar stunting, tetapi juga kurangnya kesadaran masyarakat terkait
masalah stunting, tidak jarang masyarakat menganggap kondisi stunting
(tubuh pendek) merupakan faktor genetik dan tidak ada kaitanya dengan
masalah kesehatan.

Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi
kesehatan seseorang. Pada sektor tenaga kesehatan yang kurang memadai,
sehingga membuat pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat
itu kurang. Selain itu, tidak adanya sosialisasi dan informasi yang dimana
belum mencakup di media sosial yang membuat masyarakat tidak paham
akan bahayanya kondisi stunting saat ini dan pada akhirnya menyebabkan
terjadinya masalah masalah-masalah gizi akibat tidak adanya pencegahan
yang di lakukan oleh masyarakat itu sendiri (Sinta Nuramalia DKk, 2021).

Menurut data stunting Aplikasi Elektronik-Pencatatan dan
Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada tahun 2023, stunting
di Kabupaten Jeneponto mencapai 3.685 anak atau 17,25 persen dari total
populasi, dengan presentase keluarga berisiko stunting mencapai 19.171
keluarga. Pemerintah daerah memainkan peran penting dengan dukungan

finansial dan kebijakan yang di dukung. Kolaborasi yang kuat antara



pemerintah, masyarakat dan stakeholder menciptakan sinergi untuk
penurunan signifikan dalam kasus stunting.

Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 2 Tentang
Intervensi Penurunan Stunting. Terintegrasi yaitu, Bertindak cepat dan
akurat, artinya dalam upaya penurunan stunting, tenaga gizi terlatih harus
bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dank kode etik profesi,
Penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan
stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi
membutuhkan dukungan sektor dan program lain, Transparansi, artinya
yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan
penurunan stunting harus memperhatikan budaya daerah setempat; dan
Akuntabilitas, artinya yang menentukan bahwa dalam segala hal yang
berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan secara terukur dan
dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Upaya pencegahan stunting terus dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Jeneponto, melalui Dinas Kesehatan dan semua sektor dapat
menurunkan pravelensi stunting. Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus
meningkatkan jaminan Kesehatan Masyarakat. Dengan adanya Rembuk
Stunting di Jeneponto yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan
Pemerintah Kabupaten menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya
bersama menangani masalah stunting untuk meningkatkan Kesehatan.
Rembuk stunting juga bertujuan untuk mendapatkan komitmen penurunan

stunting dari forkopimda dan kepala OPD. Dalam kegiatan Rembuk



Stunting juga diadakanya diskusi dan penandatangan komitmen bersama
untuk mendukung upaya penanggulangan stunting. Masalah utama meliputi
rendahnya pemahaman gizi, peran krusial perempuan dalam pola makan
keluarga, dan kendala akses terhadap pangan berkualitas. Program
pemberdayaan perempuan, Pendidikan gizi di sekolah dan dukungan pada
petani lokal menjadi langkah strategis.

Meskipun komitmen dan koordinasi telah di upayakan tetapi dalam
pengimplementasiannya komitmen tidak berjalan sesuai dengan yang di
diskusikan dan di tandatangani bersama stakeholder terkait karena
diakibatkan kesibukan masing-masing pada instansi dan kurangnya
koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto
serta instansi terkait sehingga mengakibatkan kebijakan penanggulangan
stunting tidak dapat menekan stunting di Kabupaten Jeneponto.

Sejauh ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto dalam
menjalankan kebijakan penaggulangan stunting dibantu oleh stakeholder /
perangkat daerah lain, karena penanggulangan stunting bersifat
multisektoral. Tetapi yang sering terlibat tentu saja perangkat kesehatan di
daerah seperti puskesmas dan posyandu yang mana secara birokrasi

dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

Penyebab masalah gizi adalah multifaktor maka upaya yang harus
dilakukan dalam mengatasi masalah kurang gizi harus melalui pendekatan
multisektor. Artinya bahwa penanggulangan masalah stunting tidak hanya

dilakukan oleh sektor kesehatan saja tetapi juga dilakukan bersama-sama



dengan sektor diluar bidang kesehatan. Sektor lain diluar kesehatan yang
memiliki peranan penting dalam penanggulangan masalah stunting antara
lain adalah sektor ekonomi, pekerjaan umum, pertanian, ketahanan pangan,
perikanan, pendidikan, dan sektor terkait lainnya.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto memainkan peran penting dalam
mendukung finansial dan kebijakan. Kolaborasi yang kuat antara
pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan menciptakan sinergi
untuk penurunan signifikan kasus stunting. Pentingnya kolaborasi semua
pihak yang terkait secara serius dan lebih berkomitmen dalam menangani
masalah stunting melalui kerja nyata, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja
berkualitas dengan membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi bersama
masyarakat, swasta dan seluruh pihak yang ada baik itu di tingkat
kecamatan kelurahan dan desa.

Pelaksanaan pencegahan stunting, tidak hanya menjadi kewajiban
dari instansi Dinas Kesehatan saja, akan tetapi melibatkan peran serta dari
lembaga lain yang memiliki pengaruh terhadap kejadian stunting. Dalam hal
ini, komitmen dan koordinasi perlu di bangun untuk dapat menyatukan
sasaran dan kegiatan dari unit organisasi yang terlibat secara peraturan.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan peran stakeholder dalam
pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan pengelolaan program gizi yang
lebih baik, dan adanya komitmen koordinasi antar sektor dalam upaya
perbaikan gizi, serta memperkuat pelaksanaan konsep program gizi yang

bersifat langsung dan tidak langsung.



Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan suatu hal menarik bagi
peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang sejauh mana kasus stunting yang
terjadi dalam ruang lingkup masyarakat dengan mengangkat judul
penelitian  “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di

Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan
masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perilaku organisasi dan antar organisasi dalam pelaksanaan
kebijakan terkait penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan
Kabupaten Jeneponto?

2. Bagaimana perilaku birokrasi level bawah dalam pelaksanaan kebijakan
terkait penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten
Jeneponto?

3. Bagaimana perilaku kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan
terkait penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten

Jeneponto?

. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui perilaku organisasi dan antar organisasi dalam
pelaksanaan kebijakan terkait penanggulangan stunting di Dinas
Kesehatan Kabupaten Jeneponto

2. Untuk mengetahui perilaku birokrasi level bawah dalam pelaksanaan
kebijakan terkait penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan
Kabupaten Jeneponto

3. Untuk mengetahui perilaku kelompok sasaran dalam pelaksanaan
kebijakan terkait penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan

Kabupaten Jeneponto

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitan ini
adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi
untuk menjadi kajian tentang kinerja Dinas Kesehatan dalam
penanggulangan stunting di Kabupaten Jeneponto dan dapat
mendukung keperluan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan
pertimbangan untuk meningkatkan keberhasilan kinerja Dinas

Kesehatan dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Jeneponto
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

langsung kepada
penderita stunting.

No | Nama/ Judul Metode Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Penelitian Terdahulu

1 | Aria Raja Pendekatan | Hasil penelitian Hasil penelitian
Wiguna, Dine Kualitatif | menunjukkan bahwa | menunjukkan
Meigewati, menurunnya angka | bahwa tidak
M.Rijal penderita stunting di | menurunnya
Amirulloh Kabupaten angka penderita
(2022). Sukabumi dengan stunting di
Implementasi data Kabupaten
Kebijakan terakhir tahun 2020 | Jeneponto. Data
Penanggulangan prevalensi stunting kasus stunting di
Stunting di Kabupaten tahun 2023
oleh Dinas Sukabumi sebanyak | 17,43%
Kesehatan di 11.352 meningkat dari
Kabupaten Jiwa dari jumlah tahun 2020 yaitu
Sukabumi balita yang diukur 13,97%

dan diperiksa
kesehatannya.

2 | Qotrhun Nada Hasil penelitian Hasil  penelitian
Ramadhani, Pendekatan | menunjukkan bahwa | menunjukkan
Dr.Weni Kualitatif | program bahwa kebijakan
Rosdiana, S.Sos., penanggulangan penanggulangan
M.AP (2023). stunting melakukan | stunting di
Implementasi pemantauan, Kabupaten
Kebijakan evaluasi dan Jeneponto dengan
Program sosialisasi tentang mengadakan
Penanggulangan Kebijakan Program | kegiatan rembuk
Stunting di Penanggulangan stunting untuk
Dinas Kesehatan Stunting di Dinas melakukan
Lamongan Kesehatan komitmen dan

Lamongan serta koordinasi dengan
melakukan para instansi
pendampingan terkait.
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Qotrun Nada
Sahroji, Rahmat
Hidayat, Rudyk
Nababan (2022).
Implementasi
Kebijakan Dinas
Kesehatan
Dalam
Penanganan
Stunting Di
Kabupaten
Karawang)

Pendekatan
Kualitatif

Hasil dari penelitian
ini implementasi
kebijakan Dinas
Kesehatan dalam
penanganan stunting
di Kabupaten
Karawang dapat
dikatakan belum
optimal, dikarenakan
masih terdapat
program-program
yang memang belum
terlaksana dan
kurang memberikan
efek dampak
langsung kepada
masyarakat
Kabupaten
Karawang.

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa kebijakan
penanggulangan
stunting oleh
dinas kesehatan
tidak dapat
menekan angka
stunting di
Kabupaten
Jeneponto

B. Teori dan Konsep

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Thoha, 1992:60) adalah

apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan

(public policy is whatever government choose to do or not to do). Dalam

pengertian ini, maka pusat perhatian public policy tidka hanya pada apa

saja yang dilakukan oleh pemerintah melainkan termasuk juga apa saja

yang tidak dilakukan oleh pemerintah, justru dengan apa yang tidak

dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar

terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah.
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Menurut James E. Anderson (Sunggono, 1994:23) dari

pengertian kebijakan publik terdapat implikasi, sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau
merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.

Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola
tindakan pejabat-pejabat pemerintah

Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah, jadi bukan merupakan yang pemerintah bermaksud
akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu

Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arit merupakan
beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai satu masalah
tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan
pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau
selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat
memaksa.

Dalam padangan David Easton (Thoha,1992:60) bahwa alokasi

nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya

pemerintah yang dapat berbuat secara otoratif untuk seluruh masyarakat,

dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk

tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Dalam kaitan ini Wibawa (1994:22) mengemukakan bahwa

kebijakan dibuat oleh system, dan disahkan oleh pemerintah, yang
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merupakan pembuat kebijakan atau aktor yang memiliki wewenang
merumuskan kebijakan untuk memenuhi tuntutan seorang atau
sekelompok aktor. Para aktor akan mengajukan suatu tuntutan apabila
kondisi yang dihadapinya tidak bersesuaian dengan kepentingan atau
nilainya.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa kebijakan
public mengandung pengertian sebagai keputusan-keputusan pemerinta
yang mempunyai tujuan atau maksud tertentu. Hal ini seperti yang telah
dikemukakan oleh Robert T. Nakamura dan F.Swallood (Sulaeman.
1998:5), bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para
pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan
baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam mewujudkan pencapaian suatu tujuan, maka kebijakan
memerlukan adanya strategi dan taktik. Sehubungan dengan hal itu
Raksatiya (Sunggono, 1994:21) mengemukakan bahwa kebijakan
sebagai suatu startegi dan taktik yang diarahkan untuk mencapai suatu
tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat suatu tiga elemen, yaitu:
1) Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai
2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan

yang diinginkan
3) Penyediaan berbagai masukan untuk memungkinkan pelaksanaan

secara nyata dari taktik atau strategi
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2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah mengimplementasikan suatu
program dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Ayuningtyas
(2018) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah
kegiatan yang mendistribusikan (menyalurkan) keluaran kebijakan (to
deliver policy output yang dilaksanakan oleh para pelaksana kepada para
kelompok sasaran (target grup) untuk mewujudkan tujuan dari
kebijakan. Sedangkan pandangan dari Van Metter dan Horn (Wibawa,
dkk., 1994:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah
tindakan yang dilaksanakan oleh swasta dan pemerintah baik secara
kelompok maupun secara individu yang dimaksudkan untuk mencapai
tujuan.

Menurut Purwanto (2012) dalam Ayuningtyas (2018)
mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan
yang mendistribusikan (menyalurkan) keluaran kebijakan (to deliver
policy output) yang dilaksanakan oleh para pelaksana kepada para
kelompok sasaran (target grup) untuk mewujudkan tujuan dari
kebijakan. sedangkan pandangan dari Franklin dan Repley dalam Budi
Winarno (2007) mengatakan bahwa implementasi merupakan apa yang
terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan kekuasaan
(otoritas) program, keuntungan (benefit), kebijakan, atau suatu jenis
keluaran yang nyata (tangible output). Dalam hal tersebut istilah dari

implementasi menunjuk bahwa pada sejumlah kegiatan yang mengikuti
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pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang
dikehendaki oleh para pejabat pemerintah.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut dapat disimpulkan
bahwa implementasi kebijakan adalah suatu program atau kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan oleh beberapa sektor
diantaranya masyarakat, swasta, dan pemerintah. Tidak hanya itu,
tentunya kebijakan menjadi prioritas dalam menunjang program ke arah
yang lebih baik.

Model Implementasi Kebijakan Soren C. Winter

Soren C. Winter (2003) melihat implementasi sebagai suatu hal
yang tidak berdiri sendiri, mereka meperkenalkan pandangannya
sebagai “model integrated”. Model integrated menunjukkan bahwa
sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi,
yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan
administrasi.

Teori implementasi Soren C. Winter (dalam Peters dan Pierre,
2006:155) yang disebut Model Implementasi Integratif (Integrated
Implementation Model).

Indikator-indikator yang mempengaruhi proses implementasi
kebijakan sebagai berikut:

1) Perilaku organisasi dan antarorganisasi
Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar

organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang
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optimal, jarang berlangsung dengan kelompok sendiri, tanpa
menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti
pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar
organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam
aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam
proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui
tindakan. Proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak
cara. Salah satu cara diantaranya adalah implementasi kebijakan
dapat terpenuhi dalam suatu organisasi. Tetapi, agar Kinerja
implementasi lebih efesien dan efektif, memerlukan kerjasama dan
koordinasi dengan berbagai organisasi, atau bagian-bagian
organisasi itu. Tingkat implementasi dapat ditempuh pada organisasi
formal, sementara administrasi pemerintahan dapat diterapkan
melalui hasil kebijakan.

Perkembangan hubungan antarorganisasi belakangan kian
popular, sehingga para praktisi dan sarjana melahirkan istilah
kolaboratif yang menentukan dam mempengaruhi hasil suatu
program. Beberapa tahun terakhir muncul istilah yang lebih dikenal
jaringan, dan manajemen jaringan. Istilah secara keseluruhan
dikenal dalam hubungan koordinasi antar organisasi yang dapat
meningkatkan dan mementukan pola implementasi kebijakan.
Faktor selanjutnya adalah proses implementasi kebijakan organisasi

dan antar organisasi ditandai oleh adanya komitmen dan koordinasi
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(Winter,2003). Dalam tataran  implementasi, komitmen
dimaksudkan adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait
dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi
yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksana program. Hal tersebut
dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan munculnya rasa egoisme
di antara organisasi pelaksana program yang dapat mempengaruhi
hasil akhir dari suatu implementasi. Kontribusi suatu organisasi
terhadap implementasi sangat tergantung input yang diterima dari
hubungan inter organisasi secara timbal balikdan saling bergantung
satu sama lain. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan
kebijakan dicapai pada titik optimal dalam merealisasikan
kebutuhan dan kepentingan.

Pada tataran koordinasi pola hubungan antar organisasi
sangat urgen dan berpengaruh terhadap penetuan strategi suatu
implementasi. Pegaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan
melalui dua atau lebih organisasi. Sebab, bagaimanapun,
implementasi kebijakan sangat rumit, dan tantangan atas tindakan
yang direncanakan lebih besar, sehingga kemungkinan untuk
bekerjasama secara khas akan lebih rumit. ltulah sebabnya,
kadangkala akibat kerumitan tadi membuat permasalahan kebijakan
terbengkalai. Pemerintah belum biasa menerapkan kebijakan yang

menyentuh akar permasalahan antara yang satu dengan lainnya.
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2) Perilaku Birokrasi Level Bawah

Dimensinya adalah diskresi. Hal ini dimaksudkan sebagai
kemampuan untuk melaksanakan dan mejalankan program-program
sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang
lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi). Sehingga
menurut Lipsky;1980, dalam Parawangi (2011) bahwa perilaku
pelaksanaan kebijakan secara sistematika adakalanya menyimpang
dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan.
Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam
penyampaian kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi
aktor yang esensial dalam implementai kebijakan publik, dan
Kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan
dengan aktivitasnya (Parawangi,2011).

Kontribusi  pemikiran Lipsky sangat penting untuk
memahami model implementasi yang satu ini, dan teorinya lebih
khusus terhadap mekanisme dalam menjelaskan berbagai kebijakan
dan konsekuensinya. Birokrasi level bawah bekerja dalam situasi
yang ditandai dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Mereka
berupaya mengatasi permasalahan dan membuat prioritas kebijakan,
mengontrol dan memodifikasi tujuan kebijakan berdasarkan
persepsi masyarakat.

Michael Lipsky (1980) mengambarkan birokrasi level

bawah ini sebagai “jabatan yang berhubungan langsung dengan
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masyarakat”. Dan secara substansial, mereka memiliki
pertimbangan sekaitan dengan tugasnya masing-masing. Bahkan,
berdasarkan posisinya ditengah masyarakat itu, mereka memiliki
peluang lebih besar dalam putusan kebijakan. Mereka dapat
memberi  pertimbangan, menggunakan pengaruhnya diluar
kewenangan formal, sebagaimana Lipsky menyebut bahwa dalam
implementasi kebijakan pengaruh lebih dominan berasal dari
pekerja level bawah ini. Pekerja level bawah ini pada prinsipnya
mempunyai pilihan pada hasil mana yang harus dicapai, dan
bagimana cara melakukannya.

Demikian halnya tokoh masyarakat, lembaga adat, konselor
dan semacammnya, secara rutin berhubungan dengan birokrasi level
bawah. Mereka ini mengabdikan diri sebagai “warga Negara yang
membantu menciptakan dan melakukan pelayanan publik
berdasarkan norma”.

Perilaku kelompok sasaran

Perilaku kelompok sasaran yang tidak hanya memberi
pengaruh pada efek/dampak kebijkan, tetapi juga mempengaruhi
kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon
positif dan respon negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak
mendukung kebijakan. Variabel perilaku kelompok sasaran dalam
implementasi  kebijakan publik adalah sekelompok orang,

organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya
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dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja
implementasi program memalui tindakan positif dan negatif
(Winter:2003).

Dengan demikian, kinerja implementasi program sangat
dipengaruhi oleh karakteristik partisispasi yakni mendukung atau
menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan
mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi
hasil akhir dari suatu implementasi. Tentang siapa kelompok sasaran
yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan, dan seberapa
jauh dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan
yang diimplementasikan, sangat tergantung kepada kesesuaian isi
kebijakan (program) dengan harapan mereka. Hal yang tak kalah
pentingnya adalah faktor komunikasi, ikut berpengaruh terhadap
penerimaan kebijakan oleh sekelompok sasaran. Terjadinya “error”
dan “distorsi” atau proses komunikasi menjadi titik lemah dalam
mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan (Parawangi,2011).

Tingkat kegagalan suatu implementasi kebijakan, sangat
berbeda-beda satu sama lain. Berdasarkan model implementasi
kebijakan Winter di atas, maka kelebihan yang dimilki adalah
kemampuan menginteraksikan dan menyederhanakan beberapa
model implementasi menjadi satu model yang tidak rumit terutama

pada jaringan organisasi. Kelemahannya adalah tidak menjelaskan
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lebih rinci pengertian perilaku dan mengidentifikasi faktor-faktor

yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi
Kebijakan tidak serta merta dapat berjalan dengan baik, terdapat
faktor yang dapat mendukung maupun menghambat kebijakan tersebut.

Weimer dan Vining (Pasolong, 2010) menyampaikan tentang

keberhasilan dan kegagalan implementasi yang disebabkan oleh tiga

faktor umum sebagai berikut :

a) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu seberapa besar
teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan
logis antara kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran
yang telah ditetapkan.

b) Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yakni apakah keseluruhan
pihak yang terlibat dalam kerjasama merupakan suatu assembling
produktif yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan.

c) Ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai serta memiliki

kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Sementara Gow dan Morss dalam Pasolong (2010: 59)
menyebutkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang
meliputi: hambatan politik; ekonomi dan lingkungan; kelemahan

institusi; ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif;
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kekurangan dalam bentuk teknis; kurangnya desentralisasi dan

partisipasi; pengaturan waktu; dan sistem informasi.

. Stunting

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang
atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita
stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak
faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada
bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang
akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan
fisik dan kognitif yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Menurut WHO, stunting adalah gangguan perkembangan yang
terjadi pada anak akibat gizi buruk, infeksi berulang dan stimulasi
psikososial yang tidak memadai. Seorang anak didefinisikan stunting
jika tinggi anak berdasarkan usia mereka lebih dari dua deviasi di bawah
Standar Pertumbuhan Anak WHO (WHO, 2015).

Stunting merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan
gizi yang menjadi perhatian dunia. Stunting juga merupakan bagian dari
tujuan yang ingin dicapai dalam Sustainable Developmment Goal
(SDGs) sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan. Stunting
termasuk kedalam bagian pembangunan berkelanjutan yaitu untuk
menghilangkan segala bentuk malnutrisi atau kelaparan salah satunya

dengan meningkatkan ketahanan pangan (Rini dan Jeki, 2019).
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Faktor Penyebab Stunting

Penyebab tidak langsung kejadian Stunting dipengaruhi oleh
berbagai faktor seperti faktor ekonomi karena hal ini erat kaitannya
dengan kemampuan memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan
kesehatan untuk ibu hamil dan balita., urbanisasi, sistem pangan,
jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan, Pendidikan serta
pemberayaan perempuan. Penyebab lain dari kondisi anak stunting
adalah postur tubuh ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu
dekat, ibu yang masih remaja. Tidak terlaksananya Inisiasi Menyusi
Dini (IMD), gagalnya pemerian Air Susu lbu (ASI) eksklusif dan
proses penyapihan dini dapat menjadi salah satu factor terjadinya
stunting. Sedangkan dari sisi pemberian makanan pendamping ASI
(MP ASI) perlu diperhatikan kuantitas, kualitas, keamanan dan
kebersihan pangan yang diberikan. (TNP2K et al., 2018)

Stunting tidak hanya berdampak pada gagal tumbuh anak,
tetapi juga dapat berdampak pada intelektual anak bahkan penyakit
kronis laiinya seperti kanker yang dapat mengganggu pendapatan
perkapita Indonesia dimasa yang akan datang (Kementerian
PPN/Bappenas, 2018:04).

Dampak Stunting

Dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi

dampak jangka pendek dan jangka panjang (Kementerian Kesehatan

RI, 2018). Dampak tersebut adalah sebagai berikut:
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a) Dampak jangka pendek

1)

2)

3)

Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian
Tidak optimalnya perkembangan kognitif, motorik dan
verbal

Peningkatan biaya kesehatan

b) Dampak jangka panjang

1)

2)

3)

4)

5)

masa

Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek
dibandingkan umurnya)

Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya
Menurunnya kesehatan reproduksi

Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat
masa sekolah

Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.

Masa emas pertumbuhan adalah pada 100 HPK. Apabila

emas ini tidak terjadi sebagaimana mestinya, maka

pertumbuhan tidak bisa dikejar pada periode berikutnya bahkan

ketika gizinya dipenuhi dengan baik dan anak tetap akan mengalami

gangguan pertumbuhan otak sehingga akan berdampak pada masa

depan anak (Fitri, 2018).
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C. Kerangka Pikir
Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan penangulangan
stunting, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dengan

menggunakan Teori Soren C. Winter.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN STUNTING DI DINAS
KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

N/

Model Implementasi Kebijakan
Soren C. Winter (2003)

Perilaku Perilaku Perilaku
(zjrganlstaSI birokrasi kelompok
an antar level bawah sasaran

organisasi

A 4

Terwujudnya Implementasi kebijakan dalam menanggulangi
stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir
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D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang
bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang
diperolehnya, melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Untuk
mempertajam penelitian ini maka dalam penelitian kualitatif perlu
menetapkan fokus. Dalam penetapan fokus lebih didasarkan pada tingkat
kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial, hal tersebut
sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan
dan pengamatan. Oleh karena itu, peneliti memberikan pembatasan
penelitian melalui fokus penelitian kepada Implementasi Kebijakan
Penanggulangan Stunting dengan model implementasi kebijakan Soren C.
Winter. Adapun indikator-indikator model tersebut adalah :
1. Perilaku organisasi dan antar organisasi (Organizational and

interorganizational behavior)

2. Perilaku birokrasi level bawah (Street Level bureaucratic behavior)

3. Perilaku kelompok sasaran (target grup behavior)

E. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan penjelasan dari fokus penelitian diatas, maka peneliti
perlu mendeskripsikan bagaimana implementasi program penanggulangan

stunting itu diterapkan. Yaitu sebagai berikut:
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1. Perilaku organisasi dan antar organisasi (Organizational and

interoganizational behavior) Dimensinya yaitu komitmen dan

koordinasi :

a) Komitmen yaitu kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam
menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang ada.

b) Koordinasi yaitu dilakukan baik dalam hal pengambilan keputusan
terutama dalam penyediaan data dan informasi maupun pelaksanaan
kegiatan.

. Perilaku birokrasi level bawah (Street Level bureaucratic behavior)
Perilaku birokrasi level bawah dimensinya yaitu diskresi. Diskresi

adalah kemampuan untuk melaksanakan dan mejalankan program-

program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh

yang lebih dominan diluar kewenangan formal.

. Perilaku kelompok sasaran (target grup behavior)

a) Respon positif yaitu yang mendukung dan antusias untuk
berpartisipasi terhadap kebijakan yang diselenggarakan.

b) Respon negatif yaitu respon berupa kritikan terhadap suatu

kebijakan yang diselenggarakan.



BAB |11
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai 13 Maret 2024 — 10 April 2024 .

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten

Jeneponto. Dengan pertimbangan untuk mengetahui bagaimana

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan

Kabupaten Jeneponto.

B. Jenis dan Tipe Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan
tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif dimaksudkan untuk memberikan
gambaran secara jelas mengenai Implementasi Kebijakan Penanggulangan

Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian :

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari
hasil wawancara, observasi, dokumen pribadi, yang berkenaan dengan
objek penelitian

2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penulis dari
beberapa sumber pendukung yang memperkuat data primer. Sumber
data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan atau kejian

pustaka, buku-buku atau literature yang berkaitan dengan permasalahan
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yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari

lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terhadap yang diteliti.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Purposive

sampling adalah jenis sample nonprobabilitas yang dimana tujuan utamanya

membentuk sample secara rasional dan dapat mewakili populasi sample.

Purposive sampling juga dikenal dengan sebutan selective sampling dimana

peneliti memilih sendiri informan yang dianggap lebih banyak mengetahui

tentang masalah yang di teliti.

Tabel 2.2 : Tabel Informan

No. | Nama Inisial | Jabatan
1 Hj. Nur Syamsi. M,SKM, | NS Kepala Seksi Gizi Masyarakat
M.Kes Dinas Kesehatan Kabupaten

Jeneponto

2 Mubh. Arifin Nur, SH, MH | MAN | Ketua Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS)

3 Suryanti.S. S.Gz.,M.Kes | SY Koordinator Program Gizi
Puskesmas Tino

4 Kasmawati K Ibu Anak Penderita Stunting

5 Mariani M Ibu Anak Penderita Stunting

6 Anriani A Masyarakat

7 Riska R Masyarakat




30

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Observasi
Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara
melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek
yang yang di teliti. Sesudah itu, peneliti menganalisis dan memahami
berbagai gejala yang bersangkutan dengan objek penelitian yang akan
dilaksanakan.
2. Wawancara
Metode wawancara melibatkan interaksi dan komunikasi
langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi
yang relevan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan ke responden dan
kemudian responden menjawab secara lisan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dengan mengumpulkan data dengan mengkaji
dokumen-dokumen baik berupa peraturan atau pasal maupun buku
referensi yang bersangkutan dengan penelitian ini guna melengkapi
data-data yang diperlukan terkait implementasi kebijakan
penanggulagan stunting.
F. Teknik Analisis Data
Teknis analisis data ini adalah kualitatif. Penelitian ni

menggambarkan atau mendiskripsikan Bagaimana Implementasi Kebijakan
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Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data
Tahap reduksi data dalam penilitian ini yaitu perumusan dan
penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan.
Reduksi data menjadi bentuk analisis yang mengarahkan,
menggolongkan dan membuang hal-hal yang tidak perlu serta
mengorganisasi dating dengan cara yang sebagaimana mestinya,
sehingga kesimpulan ahirnya dapat ditarik data untuk diverifikasi.

2. Penyajian data
Penyajian data ini terkait dengan mengumpulkan informasi secara
tersusun yang dapat memeberikan kemungkinan adanya dalam
penarikan kesimpulan dari penliti saat mengambil tindakan. Dengan
bagitu akan membantu sehingga mudah memahami hal-hal yang akan
terjadi dan yang harus dilakukan penelitian terkait tindakan dalam
menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman
yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Penarikan kesimpulan
Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dan verifikasi, Adapun
kesimpulan yang akan dikemukakan perlu diverifikasi berdasarkan
bukti-bukti yang sesuai dan konsisten pada saat dilakukan penelitian
dalam pengumpulan data. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel apabila telah melalui proses verifikasi.
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G. Teknik Pengabsahan Data
Penelitian metodologi kualitatif, pengabsahan data menggunakan
metode triangulasi. Metode ini merupakan pengecekkan terkait
kebenaran dalam data yang nantinya diperoleh dengan menggunakan
teknik pengabsahan data lain serta dalam waktu yang berbeda.
Triangulasi terdiri atas tiga, yaitu :
1. Triagulasi sumber data
Pembandingan kembali terkait cara mengecek derajat kepercayaan
informasi yang didapatkan melalui sumber yang berbeda. Misalnya
membandingkan  hasil ~ wawancara  dengan  pengamatan,
membandingkan sudut pandang secara umum dengan pribadi,
membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi metode
Dilakukan untuk menguji sumber data dengan tujuan mencari
kesamaan data dari metode berbedaa. Misalnya data yang diperoleh
dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu
Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan
dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara berbagai
waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami
perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah
melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya

satu kali pengamatan saja.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian
1. Letak Geografis dan Letak Administrasi Wilayah Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Selatan. Total penduduk Kabupaten Jeneponto menurut Badan
Pusat Statistik Tahun 2023 berjumlah 418,18 ribu jiwa. Ibu kota
Kabupaten Jeneponto berada di Bontosunggu Kecamatan Binamu.
Dahulu dikenal dengan nama “Turatea” diambil dari Bahasa Makassar
yang artinya Daerah Bagian Atas. Daerah Turatea adalah gabungan dari
4 buah Kerajaan yang masing-masing dikepalai seorang yang bergelar
“Karaeng”.

Secara geografis Kabupaten Jeneponto terletak antara 5°23°12” -
5°42°1,2” Lintang Selatan dan 119°29°12” - 119°56°44,9” Bujur Timur.
Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km yang meliputi 11
kecamatan. Letak Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan :

1) Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
2) Sebelah Timur : Laut Flores
3) Selatan : Kabupaten Bantaeng

4) Sebelah Barat : Kabupaten Takalar

33
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Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto
Sumber : dpmptsp.sulselprov.go.id

Wilayah Admnistrasi Kabupaten Jeneponto dengan luas 749,79 Km
terbagi dalam 11 kecamatan dan 113 desa/kelurahan (31 kelurahan dan 82
desa). Dari 11 kecamatan yang ada, Kecamatan Bangkala, Binamu,
Bontoramba, Tamalatea, dan Rumbia merupakan lima kecamatan yang
memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak. Kecamatan Bangkala terdiri
dari 10 desa dan 4 kelurahan, Kecamatan Binamu terdiri dari 1 desa dan 12
kelurahan, Kecamatan Bontoramba terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan,
Kecamatan Tamalatea terdiri dari 6 desa dan 6 kelurahan, dan Kecamatan
Rumbia terdiri dari 12 kelurahan.
Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto

Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto yang terletak di JI. Kesehatan,
Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto. Profil Kesehatan

Kabupaten merupakan salah satu media publikasi data dan infromasi
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yang berisi situasi dan kondisi Kesehatan yang cukup kompherensif.
Profil Kesehatan Kabupaten Jeneponto disusun berdasarkan ketersediaan
data, informasi dan indicator Kesehatan yang bersumber dari pengelola
program Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas.

Profil Kesehatan Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu alat dalam
memantau kinerja pelayanan Kesehatan melalui Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan dan pencapaian Visi dan Misi Dinas
Kesehatan Kabupaten Jeneponto dalam mewujudkan Masyarakat
mandiri hidup sehat.

Pembangunan Kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya.
Tingginya disparitas dan perlunya percepatan aksebilitas pelayanan
Kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta
arah kebijakan dan strategis Pembangunan yang tepat. Dukungan data
dan informasi kesehatan yang akurat, tepat dan cepat dalam pengelolaan
pembangunan kesehatan menjadi penting.

a) Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto
Visi : “Jeneponto Smart 2023 (Berdaya Saing, Maju, Religius, dan

Berkelanjutan)
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Penjabaran Visi Jeneponto Smart 2023

1)

2)

3)

4)

Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya saing”

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten
Jeneponto  memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan
kompratif yang tinggi di antara daerah-daerah yang lain, baik
dalam lingkup lokal naupun nasional.

Kabupaten Jeneponto yang “Maju”

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi Dimana Masyarakat
Jeneponto memiliki Tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup
yang tinggi, serta terwujudnya keadilan social.

Kabupaten Jeneponto yang “Religius”

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya
pemahaman dan pengalaman terhadap nilai-nilai keagamaan,
khususnya agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat
dan ASN baik secara formal maupun secara informal.

Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”

Berkelanjutan dapat dimaknai sebagai kondisi dimana
terjaminnya masa depan yang lebih baik dengans segala

keanekaragaman hayatinya.

Misi :

1)

2)

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintah

yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.



b)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Mengoptimalkan  pengelolaan  lingkungan  hidup  secara
berkelanjutan

Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan
infrastruktur wilayah secara merata

Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber
daya daerah dan investasi yang berkeadilan

Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,
produktif, transparan dan akuntabel

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai
budaya

Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

Tugas Pokok dan Fungsi

1)

2)

Tugas

Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintah yang mejadi kewenangan daerah dalam Bidang
Kesehatan.
Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 22 Tahun
2016 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan
struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto menyatakan
bahwa Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi ;

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan
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2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang Kesehatan

3) Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan
program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

4) Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi program dan
kegiatan Dinas Kesehatan

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan Tugas dan Fungsi

STRUKTUR
ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS

Hj. Syusanty. A. Mansyur, SKM., M.Kes I

SEKRETARIS
M. Adnan Nur, SH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

)

KEPALABIDANG
PELAYANAN KESEHATAN

KEPALA SEK SI

5 i
SUB BAGIAN UMUM & SUB BAGIAN SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN KEUANGAN

KEPALA BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT

w
i

[EPALA BIDANG
AN PENGENOALIAN
PENYANIT
PALA
PNCECAHAM DAN PLNCENDALLAN

KEPALABIDANG
‘SUMBER DAYA KESEHATAN

KEPALA SEKSI
KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN

i .
R

KEPALA SEKSI
KESEHATAN KELUARGA

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto
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3. Data Keadaan Penduduk Terdampak Stunting di Kabupaten Jeneponto
Dalam data kasus stunting di Kabupaten Jeneponto dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dari empat tahun terakhir
yaitu tahun 2020-2023, sesuai dengan data yang didapatkan oleh peneliti
sebagai berikut:

Tabel 2.3 Data Kasus Stunting 2020-2023

No. | Tahun % Jumlah Stunting
1 2020 15,19%
2 2021 12,58%
3 2022 13,97%
4 2023 17,25%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa stunting yang terjadi di Kabupaten
Jeneponto di tahun 2020 dengan angka 15,19% dan tahun 2021 turun di
angka 12,58% dan di tahun 2022 naik lagi di angka 13,97% dan di tahun
2023 semakin meningkat di angka 17,43%.

Untuk mengetahui keadaan penduduk yang terdampak stunting 2021-
2022 di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Tabel Prevalensi Stunting Kecamatan Tahun 2021-2022

No. Kecamatan % Tahun 2021 | % Tahun 2022
1. | Bangkala 5,98 8,17

2. | Bangkala Barat 15,17 24,39

3. | Tamalatea 22,09 19,69

4. | Bontoramba 10,36 9,29

5. | Binamu 7,43 5,98

6. | Turatea 30,85 24,45

7. | Batang 4,18 28,95

8. | Arungkeke 4,69 3,90
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9. | Tarowang 15,69 23,45
10. | Kelara 11,43 10,10
11. | Rumbia 10,81 6,88

Sumber : e-PPGBM Bulan Agustus 2021-2022

Berdasarkan tabel di atas , dapat diketahui bahwa dari 11 kecamatan

yang mengalami penurunan prevalensi stunting yang tertinggi di Kecamatan

Binamu dari 7,43% tahun 2021 menjadi 5,98% tahun 2022.

Hal ini

memperlihatkan adanya penurunan prevalensi dalam penanganan stunting.

Walaupun demikian, masih diperlukan adanya dukungan komitmen dan

kebijakan pimpinan daerah dalam melakukan intervensi. Kecamatan yang

prevalensi stunting meningkat dari 11 kecamatan adalah kecamatan Batang

dari 4,18% tahun 2021 menjadi 28,95% tahun 2022.

Tabel 2.4 Tabel Prevalensi Stunting Puskesmas Tahun 2021-2022

No. | Puskesmas % Tahun 2021 % Tahun 2022
1. | Bangkala 4,94 10,19
2. | Kapita 9,96 2,54
3. | Buludoang 7,72 8,05
4, Barana 19,22 33,22
5. | Tamalatea 23,54 14,40
6. | Bontoramba 12,44 14,14
7. | Binamu 18,10 18,15
8. | Bontosunggu Kota 2,82 1,44
9. | Binamu Kota 551 3,37
10. | Bululoe 31,68 15,59
11. | Bontomatene 30,37 29,62
12. | Togo-Togo 14,12 28,95
13. | Arungkeke 4,69 3,90
14. | Tino 10,23 22,13
15. | Tarowang 21,73 24,97
16. | Tolo 11,43 10,10
17. | Rumbia 11,76 9,02
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18. | Tompobulu 9,77 7,47
19. | Bulusibatang 7,78 3,46
20. | Embo 20,05 28,63

Sumber : e-PPGBM Bulan Agustus 2021-2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 20 Puskesmas yang ada
di Kabupaten Jeneponto, penurunan prevalensi stunting yang tertinggi di
Puskesmas Bululoe dari 31,68 % tahun 2021 menjadi 15,59% tahun 2022.
Kecamatan yang prevalensi stunting meningkat dari 20 Puskesmas terdapat
8 Puskesmas yaitu Puskesmas Bangkala, Barana, Bontoramba, Binamu,

Togo-Togo, Tino, Tarowang, dan Puskesmas Embo.

B. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Dinas
Kesehatan Kabupaten Jeneponto
Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan Dinas
Kesehatan dalam penanggulangan angka Stunting di Kabupaten Jeneponto
dengan menggunakan 3 indikator yang menjadi dasar dalam penelitian ini.
Untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan maka penulis
memfokuskan tiga indikator dalam implementasi kebijakan dengan
menggunakan Teori Soren C. Winter yaitu: 1) perilaku organisasi dan antar
organisasi; 2) perilaku birokrasi level bawah; 3) perilaku kelompok sasaran.
1) Perilaku organisasi dan antar organisasi (Organizational and
interorganizational behavior)
Perilaku organisasi dan antar organisasi merupakan sikap pemerintah

dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan stunting di Dinas
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Kesehatan Kabupaten Jeneponto. Adapun dimensi dari perilaku hubungan
antar organisasi adalah komitmen dan koordinasi antar organisiasi.
a) Komitmen
Komitmen adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait
dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang
ada dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan
stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. Tidak mudah untuk
menjaga stabilitas jaringan dimaksud, karena tentunya terdapat berbagai
kepentingan yang diemban oleh masing-masing instansi yang terlibat.
Disinilah komitmen dibutuhkan guna untuk mencapai tujuan dari
kebijakan penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten
Jeneponto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Gizi
Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, mengatakan
bahwa:

“Implementasi kebijakan penanggulangan stunting dari segi

intervensi spesifik sensitif itu memang di Dinas Kesehatan,

kebijakan stunting di Dinas Kesehatan berkomitmen dengan
masyarakat dan Puskesmas serta bekerjasama dengan berbagai
pihak yang terkait seperti BKKBN, Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

dalam menanggulangi stunting yang ada di Kabupaten

Jeneponto saat ini.” (Hasil Wawancara NS, 19 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan
bahwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto dalam Implementasi

kebijakan penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan dan

Puskesmas serta melibatkan pihak terkait seperti BKKBN, Dinas
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Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan TPPS menunjukkan
komitmen yang kuat dalam menanggulangi permasalahan stunting
di Kabupaten Jeneponto. Dalam wawancara di atas, terungkap
bahwa intervensi spesifik dilakukan pada tingkat masyarakat
sensitif, tekanan pada pendekatan dan kerjasama yang bagus. Dalam
hal yang dimaksud komitmen adalah melakukan kerjasama dalam
menanggulangi stunting di Kabupaten Jeneponto dengan beberapa
pihak terkait.

Lanjut hasil wawancara dengan Ketua Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jeneponto , mengatakan
bahwa :

“Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berkomitmen

kepada masyarakat dengan melakukan beberapa langkah-

langkah dalam menanggulangi stunting yaitu memberikan
sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat terkait
bagaimana menangulangi stunting, kemudian kedepannya
kita akan membentuk suatu desa zero stunting, yang artinya
diharapkan bahwa nantinya di dalam desa tersebut sangat
kurang penderita stunting dibandingkan dengan desa yang

lain.” (Hasil wawancara dengan MAN, 20 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan
bahwa, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
Kabupaten Jeneponto  menunjukkan komitmennya kepada
masyarakat dengan langkah-langkah kongkrit dalam menanggulangi
masalah stunting. Melalui wawancara di atas, Ketua TPPS

menjelaskan bahwa salah satu tindakan utama adalah memberikan

sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat tentang cara efektif
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untuk mengatasi stunting. Dan adanya rencana pembentukan desa
zero stunting yang di dalam desa tersebut kurangnya balita penderita

stunting.

b) Koordinasi

Koordinasi adalah suatu proses untuk mensinergikan dan
mengarahkan pada suatu aktivitas dalam pekerjaan antara pihak suatu
dengan pihak yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Koordinasi antar organisasi menjadi salah satu tolak ukur
penilaian dalam suatu implementasi kebijakan sehingga sangat
diperlukan saling mengkoordinasi satu sama lain untuk mencapai tujuan
yang diharapkan. Koordinasi dilakukan baik dalam hal pengambilan
keputusan terutama dalam penyediaan data dan informasi maupun
dalam hal pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Gizi
Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto , mengatakan
bahwa:

“Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan beberapa pihak

yang terkait seperti Puskesmas, BKKBN, Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Tim Percepatan Penurunan

Stunting (TPPS). Koordinasi ini sangat terarah dalam

menanggulangi stunting, baik itu dalam hal pengambilan

keputusan dan pelaksanaan kegiatan”. (Hasil Wawancara NS, 19

Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa,

Dinas Kesehatan telah mengadakan koordinasi intensif dengan pihak
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terkait, termasuk BKKBN, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
TPPS, dalam upaya menanggulangi masalah stunting. Koordinasi ini
bertujuan meningkatkan efektivitas keputusan dan pelaksanaan
kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting.
Melalui kolaborasi yang terarah ini, diharapkan dapat tercipta sinergi di
antara berbagai instansi terkait sehingga upaya pencegahan dan
penanggulangan stunting dapat dilakukan secara komprehensif dan
efisien. Dengan demikian, diharapkan angka stunting dapat turun secara
signifikan.
Lanjut hasil wawancara dengan Ketua Tim Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS) Kabupaten Jeneponto , mengatakan bahwa :
“Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah berkoordinasi
dengan semua pihak yang terkait, baik pemerintah daerah, PKK,
Dharma wanita, baik di tingkat Kecamatan dan Desa semua
bergerak dalam menanggulangi stunting di Kabupaten
Jeneponto.” (Hasil wawancara dengan MAN, 20 Maret 2024).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa,
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jeneponto telah
menjalankan koordinasi yang luas dengan semua pihak yang terkait,
termasuk pemerintah daerah, PKK, Dharma Wanita, baik di tingkat
Kecamatan dan Desa. Koordinasi ini mencakup langkah-langkah
strategis untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Jeneponto. Dalam
upaya bersama ini, setiap pihak telah aktif berpartisipasi dalam

implementasi kebijakan-kebijakan pennaggulangan stunting. Dengan

demikian, tercipta sinergi yang kuat antara berbagai pihak,
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memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan pelaksanaan
kegiatan yang terkoordinasi dengan baik guna mengatasi masalah
stunting secara menyeluruh.

Dari hasil observasi peneliti dilapangan ditemukan bahwa Dinas
Kesehatan dan TPPS Kabupaten Jeneponto memang terus melakukan
upaya Yyaitu dengan cara sosialiasi dan advokasi kepada masyarakat
untuk memberikan pengarahan dan pemantauan agar angka stunting di
Kabupaten Jeneponto dapat dikurangi. Tetapi melalui upaya yang
dilakukan Dinas Kesehatan dan TPPS tidak dapat menekan angka
stunting yang ada di Kabupaten Jeneponto sesuai dengan data yang

peneliti dapatkan di e-PPGBM.

2) Perilaku birokrat level bawah (Street level bureaucratic behavior)

Salah satu faktor yang memahami implementasi program
penaggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto adalah
perilaku birokrasi level bawah dimensinya yaitu diskresi. Diskresi adalah
kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan kebijakan sebagai
keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan
diluar kewenagan formal (diskresi). Sehingga menurut Lipsky (1980) dalam
Parawangi (2011) bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis
adakalanya “menyimpang” dari tugas terkait dengan kewenangan selaku
pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan

masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena itu, birokrasi level
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bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementasi kebijakan publik,
dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar kebijakan yang berkaitan
dengan aktivitasnya.

Selanjutnya perilaku birolrasi level bawah yang dimaksud disini
adalah kemampuan Puskesmas Tino dalam menjalankan kebijakan
penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
Kemampuan Puskesmas Tino sebagai implementor kebijakan
penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto sudah
merupakan ketetapan dalam kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Program Gizi
Puskesmas Tino , mengatakan bahwa :

“Semua kegiatan yang yang dilaksanakan Puskesmas Tino

merupakan bentuk Kkebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Jeneponto, kegiatan yang dilaksanakan dalam menanggulangi

stunting yaitu Deteksi Dini, Pemeriksaan Tumbuh Kembang Anak

Di Posyandu, pemeriksaan setiap bulannya mulai dari pemberian

makanan pendamping asi, vitamin dan menimbang berat badan anak

serta mengukur tinggi badan anak. Kelas ibu balita, penyuluhuan
pada ibu balita tentang pentingnya penanganan stunting sejak dini,
serta Kunjungan Pada Balita Penderita Stunting ke tempat tinggal

masing-masing.” (Hasil wawancara dengan SY, 21 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa,
Semua kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas Tino adalah hasil dari
kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
Puskesmas ini menjalankan serangkaian kegiatan dalam upaya

menanggulangi stunting. Deteksi Dini terhadap kasus stunting, sehingga

dapat segera memeberikan intervensi yang diperlukan. Selanjutnya,
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dilakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Posyandu untuk
memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Selain itu,
mereka menyelenggarakan kelas bagi ibu balita untuk memberikan edukasi
tentang gizi, pola makan yang sehat dan perawatan anak. Tak hanya itu,
Puskesmas Tino juga melakukan kunjungan rutin ke tempat tinggal
penderita stunting guna memberikan dukungan dan pemantauan secara
langsung. Melalui serangkaian kegiatan ini, Puskesmas Tino berperan aktif
dalam memberikan layanan kesehatan yang komprehesif dan terpadu untuk
mengatasi masalah stunting di Kabupaten Jeneponto. Kerjasama antara
Puskesmas Tino dan Dinas Kesehatan menjadi kunci keberhasilan dalam
menanggulangi stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak di
Kabupaten Jeneponto.

Dari hasil obeservasi peneliti, ditemukan bahwa implementasi
kebijakan penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten
Jeneponto melalui indikator perilaku birokrasi level bawah dalam dimensi
diskresi dilakukan agar kebijakan penanggulangan stunting itu sendiri dapat
terus berjalan dan mencapai tujuan sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat dari
Puskesmas Tino yang melakukan kegiatan di Posyandu seperti Sosialisasi
mengenai stunting, pemeriksaan ibu dan anak, kelas ibu balita dan kontrol
langsung ke tempat tinggal penderita stunting. Tetapi melalui upaya yang
dilakukan Puskesmas Tino tidak dapat menekan angka stunting yang ada di

Kabupaten Jeneponto sesuai dengan data yang dapatkan peneliti angka
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stunting dari tahun 2021 sebanyak 10,23% dan meningkat di tahun 2023

sebanyak 22,13%.

Perilaku Kelompok Sasaran (Target grup behavior)

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan
penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto adalah
perilaku kelompok sasaran dimensinya yaitu respon positif dan respon
negatif. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif ataupun respon
negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada implementor terkait dengan
kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini perilaku kelompok
sasaran atau masyarakat yang terdampak kasus stunting di Kabupaten
Jeneponto mengenai kebijakan penanggulangan stunting yang dilakukan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anak Penderita Stunting,
mengatakan bahwa :

“Sebagai ibu, saya merasa terbantu dengan adanya kebijakan

penanggulangan stunting pada Dinas kesehatan yang melalui

puskesmas sangat membantu anak saya yang menderita stunting,
adanya kunjungan rutin dari pihak puskesmas untuk mengontrol
tumbuh kembang anak saya.” (Hasil wawancara dengan K, 21 Maret

ZBgfggl.sarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa,
Orang tua anak penderita stunting sangat terbantu dengan adanya kebijakan
penanggulangan stunting yang diimplementasikan melalui Dinas Kesehatan
melalui Puskesmas. Dengan adanya kontrol pertumbuhan dan

perkembangan yang teratur, orang tua merasa lebih tenang dan yakin bahwa

anaknya mendapatkan perawatan yang tepat. Kebijakan ini tidak hanya
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membantu dalam hal medis, tetapi juga memberikan dukungan emosional
bagi orang tua.

Lanjut hasil wawancara dengan Ibu Anak Penderita Stunting,
mengatakan bahwa :

“Dengan adanya kebijakan penanggulangan stunting, saya

mendapatkan pembelajaran bagaimana cara pemenuhan gizi yang

baik dan benar sehingga saya dapat mengetahui tentang pemenuhan
gizi sejak mengandung hingga anak berumur kurang lebih 2 tahun,
sehingga anak saya juga bisa mendapatkan gizi yang baik.” (Hasil

wawancara dengan M, 21 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa,
Melalui kebijakan penanggulangan stunting, Orang tua mendapat
kesempatan untuk belajar tentang pentingnya pemenuhan gizi yang tepat,
mulai dari masa kehamilan hingga usia anak sekitar 2 tahun. Ini memberi
orang tua pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memberikan
nutrisi yang optimal bagi kesehatan anak, belajar mengenali makanan-
makanan yang kaya akan zat gizi penting dan cara memasukannya dalam
pola makan sehari-hari. Dengan demikian, orang tua dapat memberikan
dukungan yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak
penderita stunting, memastikan bahwa anak mendapatkan asupan gizi yang
mencukupi untuk tumbuh menjadi anak yang sehat.

Lanjut hasil wawancara dengan Masyarakat, yang mengatakan
bahwa :

“Kalau saya lihat anak yang terdampak stunting disini cukup

terbantu dengan adanya penyuluhan di posyandu untuk balita
penderita stunting” (Hasil wawancara dengan A, 21 Maret 2024).
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa, Di
adakannya penyuluhan posyandu sangat membantu anak-anak yang
terdampak stunting. Penyuluhan di posyandu memberikan informasi
penting tentang nutrisi yang tepat dan perawatan kesehatan bagi balita. Hal
ini memungkinkan para orang tua untuk lebih memahami kebutuhan gizi
anak-anak mereka dan bagaimana cara memenuhinya. Dengan adanya
kebijakan ini, mereka dapat mengambil tindakan dan memperoleh
dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan status gizi anak mereka.
Sebagai hasilnya, anak-anak memiliki peluang lebih baik untuk tumbuh dan
kembang secara optimal, mengurangi risiko stunting di masa depan.

Lanjut hasil wawancara dengan Masyarakat, yang mengatakan
bahwa :

“Adanya kebijakan penanggulangan stunting ini sangat membantu

ibu balita terkait pentingnya menjaga kesehatan anak mulai dari

dalam kandungan, juga membantu ibu dalam menjaga pola gizi anak

sampe umur 2 tahun.” (Hasil wawacara dengan R, 21 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa,
Kebijakan Penannggulangan stunting memberikan dampat positif bagi ibu
balita dengan mengedukasi mereka tentang pentingnya perawatan
kesehatan sejak dalam kandungan. Kebijakan ini tidak hanya mencakup
pemantauan kesehatan anak, tetapi juga mmeberikan pemahaman yang
lebih baik kepada ibu mengenai pentingnya pola gizi yang tepat. Dengan
demikian, kebijakan ini berperan dalam mencegah masalah stunting dengan

mengutamakan pencegahan sejak dini.
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Dari hasil observasi peneliti ditemukan bahwa kelompok sasaran
masyarakat yang terdampak stunting merespon positif. Selain itu
masyarakat juga antusias dalam melakukan pemeriksaan dan penyuluhan
ketika ada dilakukan di Posyandu terdekat. Dalam hal penyuluhan,
Puskesmas melakukan pemeriksaaan rutin setiap bulan untuk terus
memantau dan mengontrol perkembangan stunting di Kabupaten Jeneponto
itu sendiri. Tetapi melalui upaya yang dilakukan Puskesmas tidak dapat
menekan angka stunting di masyarakat sesuai dengan data yang dapatkan
peneliti angka stunting di masyarakat yang ditangani puskesmas tahun 2023

sebanyak 69 balita.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil observasi dan proses pengumpulan data serta wawancara yang
dilakukan peneliti dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan
penanggulangan stunting oleh Dinas Kesehatan tidak dapat menekan angka
stunting di Kabupaten Jeneponto.

Dalam penelitian ini membahas mengenai membahas mengenai
permasalahan utamanya ialah bagaimana implementasi kebijakan
penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. Dengan
fokus penelitian berdasarkan kajian teori Soren C. Winter yaitu: perilaku
organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah, dan perilaku
kelompok sasaran. Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut akan

diuraikan sebagai berikut:
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1) Perilaku organisasi dan antar organisasi, dimensinya komitmen dan
koordinasi.
a) Komitmen
Komitmen yaitu kesepakatan bersama dengan instansi terkait
dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang
ada, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan
stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. Implementasi
kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa
perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini
berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat
mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. (Winter 2003)
Komitmen yang dimaksud dalam penanggulangan angka
stunting adalah Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten
menunjukkan komitmen pemerintah dalam Rembuk Stunting dalam
menangani masalah stunting untuk meningkatkan Kesehatan. Rembuk
stunting juga bertujuan untuk mendapatkan komitmen penurunan
stunting dari forkopimda dan kepala OPD. Dalam kegiatan Rembuk
Stunting juga diadakanya diskusi dan penandatangan komitmen
bersama untuk mendukung upaya penanggulangan stunting. Dengan
adanya kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan berbagai pihak
sehingga keaktifan dalam menaggulangi stunting di Kabupaten

Jeneponto semakin di utamakan.
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Hal inipun sejalan dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor
12 Tahun 2020 Pasal 2 tentang Intervensi Penurunan Stunting
Terintegrasi yaitu, bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya
penurunan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur
tetap pelayanan gizi dank ode etik profesi, Penguatan kelembagaan dan
kerja sama, artinya dalam upaya penurunan stunting tidak dapat
dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sector
dan program lain.

Koordinasi

Koordinasi dilakukan baik dalam hal pengambilan keputusan
terutama dalam penyediaan data dan informasi maupun dalam hal
pelaksanaan kegiatan. Pada tataran koordinasi pola hubungan antar
organisasi sangat urgen dan berpengaruh terhadap penetuan strategi
suatu implementasi. Pegaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan
melalui dua atau lebih organisasi. (Winter. 2003)

Hasil temuan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten
Jeneponto dan TPPS selalu melakukan koordinasi intensif dengan
pemerintah daerah baik di tingkat Kecamatan dan Desa serta
Puskesmas dan pihak lainnya seperti BKKBN, Dinas Sosial, Dharma
Wanita dalam upaya menanggulangi stunting. Dengan koordinasi
semua instansi yang terkait terciptalah sinergi yang kuat antara
berbagai pihak, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang

efektif dan pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik.
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Hal ini dapat dilihat Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto dan
TPPS selalu melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah
baik di tingkat Kecamatan dan Desa serta Puskesmas dan pihak lainnya
seperti BKKBN, Dinas Sosial, Dharma Wanita dalam upaya
menanggulangi stunting. Dengan koordinasi semua instansi yang
terkait terciptalah sinergi yang kuat antara berbagai pihak, dan
memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan pelaksanaan
kegiatan yang terkoordinasi dengan baik.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013
pasal 1 ayat (1) tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
yang dalam hal ini koordinasi perlu dibangun untuk dapat menyatukan
sasaran dan kegiatan dari unit organisasi yang terlibat secara peraturan.
Percepatan perbaikan gizi secara nasional merupakan upaya bersama
antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi
dan kepedulian pemangku kepentingan  secara terencana dan
terkoordinasi.

Proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara. Salah
satu cara diantaranya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam
suatu organisasi. Tetapi, agar kinerja implementasi lebih efesien dan efektif,
memerlukan komitmen dan koordinasi dengan berbagai organisasi, atau
bagian-bagian organisasi itu.

Tetapi sesuai dengan hasil observasi dan data Prevalensi Stunting

Kecamatan Tahun 2021-2022 menunjukkan bahwasanya dari tahun 2021-
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2022 angka stunting semakin tinggi tiap tahunnya. Jumlah angka stunting
yang terjadi di Kabupaten Jeneponto di tahun 2020 dengan angka 15,19%
dan tahun 2021 turun di angka 12,58% dan di tahun 2022 turun lagi naik
lagi di angka 13,97% dan di tahun 2023 semakin meningkat di angka
17,43%. Dari data di atas dapat diketahui bahwasanya implementasi
kebijakan penanggulangan stunting dalam dimensi komitmen dan
koordinasi tidak berjalan dengan baik.

Hal ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qotrun
Nada Sahroji, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan (2022) pada penelitiannya
mengemukakan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting
dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan masih terdapat program
ataupun kebijakan yang memang belum terlaksana dan kurang memberikan
efek dampak langsung kepada masyarakat penderita stunting.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan penanggulangan stunting dalam indikator Perilaku organisasi dan
antar organisasi yang dimensinya komitmen dan koordinasi tidak dapat

menekan angka stunting di Kabupaten Jeneponto.

Perilaku birokrasi level bawah

Perilaku birokrasi level bawah adalah sikap dan tindakan yang
ditunjukkan dalam implementasi kebijakan pengembangan komoditas pada
kawasan strategi kabupaten pada tingkat level bawah, perilaku birokrasi

level bawah dimensinya yaitu diskresi. Birokrasi level bawah sebagali
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jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. birokrasi level
bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementai kebijakan publik,
dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan
dengan aktivitasnya (Parawangi,2011).

Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
penaggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto melalui
indikator perilaku birokrasi level bawah dalam dimensi dikresi yang di
tunjukkan kepada Puskesmas Tino. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas
Tino merupakan hasil kebijakan dari Dinas Kesehatan kemudian diskresi
dilakukan untuk menyukseskan pelayanan publik bagi masyarakat yang
memiliki balita yang berumur kurang lebih 2 tahun dan khusunya bagi
masyarakat yang terdampak stunting. Kemudian diskresi ini juga dilakukan
atas dasar untuk menyelesaikan masalah penting (emergency) yang timbul
dilapangan.

Hal ini juga sejalan dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014
tentang administrasi pemerintahan dijelaskan bahwa diskresi adalah
keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilaksanakan oleh
pejabat pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang
memberikan pilihan tidak mengatur,tidak lengkap atau jelas,dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan. Sjahran basah dalam aristoni (2014)
mengungkapkan unsur-unsur freies ermessen dalam suatu Negara hukum,

yaitu:
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a) ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik

b) merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi Negara

c) sikap tindak dimungkinakan oleh hukum

d) sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri

e) sikap tindak itu dimaksud untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
penting yang timbul secara tiba-tiba

f) sikap tindak itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral.

Tetapi sesuai dengan hasil observasi dan data Prevalensi Stunting di
Puskesmas Tino Tahun 2021-2022 menunjukkan bahwasanya dari tahun
2021-2022 angka stunting semakin meningkat tiap tahunnya. Prevalensi
stunting yang terjadi di Puskesmas Tino tahun 2021 dengan angka 10,23%
dan meningkat di angka 22,13%. Dari data di atas dapat diketahui
bahwasanya implementasi kebijakan penanggulangan stunting dalam
dimensi diskresi tidak berjalan dengan baik.

Hal ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qotrun
Nada Ramadhani, Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP 2023 pada
penelitiannya mengemukakan bahwa Pelaksana program dapat melakukan
pemantauan, evaluasi dan sosialisasi kembali tentang Implementasi
Kebijakan Program Penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan

Lamongan serta melakan pendampingan langsung dengan bersama-sama.
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3) Perilaku kelompok sasaran

Perilaku kelompok sasaran dimensinya respon positif dan respon
negative sikap dan tindakan yang ditunjukkan dalam implementasi
kebijakan penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten
Jeneponto yang ditunjukkan kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat
yang terdampak kasus stunting. perilaku kelompok sasaran dalam
implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau
individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak
kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program
memalui tindakan positif dan negatif (Winter:2003).

Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
penanggulanagan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto
melalui indikator perilaku kelompok sasaran merespon dengan positif dan
baik. Hal ini karena Puskesmas Tino terus mengontrol pertumbuhan dan
perkembangan anak penderita stunting yang rutin dilakukan demi menjaga
kestabilan kesehatan baik ibu dan anak penderita stunting. Selain
melakukan pengontrolan, juga melakukan penyuluhan di puskesmas dengan
melaksanakan penimbangan berat badan serta pengukuran pada anak
terutama yang terdampak kasus stunting. Hal ini dilakukan untuk menekan
angka stuting di Kabupaten Jeneponto yang masih tinggi.

Kelompok sasaran masyarakat yang terdampak stunting merespon
positif. Selain itu masyarakat juga antusias dalam melakukan pemeriksaan

dan penyuluhan ketika ada dilakukan di Posyandu terdekat. Dalam hal
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penyuluhan, Puskesmas melakukan pemeriksaaan rutin setiap bulan untuk
terus memantau dan mengontrol perkembangan stunting di Kabupaten
Jeneponto itu sendiri. Tetapi melalui upaya yang dilakukan Puskesmas
tidak dapat menekan angka stunting di masyarakat sesuai dengan data yang
dapatkan peneliti angka stunting di masyarakat yang ditangani puskesmas
Tino tahun 2023 sebanyak 69 balita.

Hal ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qotrun
Nada Sahroji, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan 2022 pada penelitiannya
mengemukakan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting
dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan masih terdapat program
ataupun kebijakan yang memang belum terlaksana dan kurang memberikan

efek dampak langsung kepada masyarakat penderita stunting.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan
penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto yang
telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Perilaku organisasi dan antar organisasi (Organizational and
interorganizational behavior)

Komitmen yang dimaksud dalam penanggulangan angka stunting
adalah dengan mengadakan rembuk stunting. Dalam dimensi koordinasi
dilihat Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto dan TPPS selalu
melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah baik di tingkat
Kecamatan dan Desa serta Puskesmas dan pihak lainnya seperti
BKKBN, Dinas Sosial, Dharma Wanita dalam upaya menanggulangi
stunting. Perilaku organisasi dan antar organisasi yang dimensinya
komitmen dan koordinasi tidak dapat menekan angka stunting di
Kabupaten Jeneponto.

2. Perilaku birokrasi level bawah (Street level bureaucratic behavior)

Kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh
Puskesmas Tino merupakan hasil kebijakan dari Dinas Kesehatan

kemudian diskresi dilakukan untuk menyukseskan pelayanan publik
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bagi masyarakat yang memiliki balita yang berumur kurang lebih 2
tahun dan khusunya bagi masyarakat yang terdampak stunting.

3. Perilaku Kelompok Sasaran (Target grup behavior)

Implementasi kebijakan penanggulanagan stunting di Dinas
Kesehatan Kabupaten Jeneponto melalui indikator perilaku kelompok
sasaran merespon dengan positif dan baik. Hal ini karena Puskesmas
Tino terus mengontrol pertumbuhan dan perkembangan anak penderita
stunting yang rutin dilakukan demi menjaga kestabilan kesehatan baik
ibu dan anak penderita stunting. Selain melakukan pengontrolan, juga
melakukan penyuluhan di puskesmas dengan melaksanakan
penimbangan berat badan serta pengukuran pada anak terutama yang
terdampak kasus stunting.

B. Saran
Berdasarkan atas kesimpulan yang ada di atas, maka sebagai bahan
masukan untuk implementasi program penanggulangan stunting di Dinas

Kesehatan Kabupaten Jeneponto:

1. Harapan kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto khususnya Dinas
Kesehatan, agar dapat terus meningkatkan dan memberikan
pendampingan kepada masyarakat dalam menanggulangi kasus stunting
di Kabupaten Jeneponto dan terus menjalin kerjasama antar instansi
yang terkait dan juga memberikan pengarahan kepada Puskesmas untuk

terus melakukan pemantauan terhadap stunting.



63

2. Harapan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS),agar dapat
terus meningkatkan kinerja dan terus bekerjasama dan berkoordinasi
dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam memberikan sosialisasi
dan advokasi untuk menekan kasus stunting.

3. Harapan kepada masyarakat, agar dapat proaktif membantu Pemerintah
untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Jeneponto dengan
memperhatikan pola asuh anak agar dapat mendapatkan gizi yang lebih
baik, masyarakat harus memahami dan mempelajari tentang pemenuhan
gizi untuk anak agar tidak terkena dampak gizi buruk yang dapat

meningkatkan angka stunting di Kabupaten Jeneponto.
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PENURUNAN STUNTING

Sosialisasi mengenai 3 pesan kunci percepatan penurunan stunting
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Sosialiasi dan Pemberian Bantuan untuk Penderita Stunting Oleh Tim Percepatan
penurunan Stunting Kabupaten Jeneponto
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Siky PBietrdasalkan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
ntu Kabupaten Jeneponto, Nomor: 73.4/070/IP/DMPTSP-JNP/I11/2024, perihal

1zin Penelitian tanggal 13 Maret 2024, de i
- » dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa
yang tersebut namanya di bawah ini : ! 3 »
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sesuai dengan adat istiadat setempat;
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